
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kata Pengantar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanawata’ala yang 

telah memberikan hidayahNya sehingga terselesaikannya Laporan Tindak Lanjut atas 

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. 

Laporan ini disusun dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan atas 

evaluasi pelaksanaan SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam surat 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/86/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021.  

Sekretariat Jenderal sebagai supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi untuk 

mendukung tercapainya visi DPR RI sebagai Lembaga yang modern, terbuka, aspiratif 

dan berintegritas. 

 

 

 Januari, 2022 

 

 

 Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si. 

     NIP. 197210181992031002 



 

 

LAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP 

A. PENGANTAR 

Sesuai dengan Peraturan Kementerian PAN dan RB 88 Tahun 2021 terkait evaluasi 

SAKIP, pada bulan  September tahun 2021 telah dilakukan evaluasi terhadap SAKIP 

Setjen DPR RI dengan nilai perolehan sebesar 65,31 , meningkat sebesar 0,41 bila 

diandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil penilaian yang diperoleh terdiri dari 5 

komponen dengan nilai sebagai berikut di bawah. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KemenPAN-RB memberikan rekomendasi atas 

pelaksanaan implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI yakni: 

1. Melakukan revisi Renstra Setjen dan BK DPR RI 2020-2024, terutama memasukkan 

informasi mengenai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target 

2020-2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai; 

2. Untuk penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya agar 

memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-

undangan; 

3. Setiap tahun menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah 

diperjanjikan pada PK pada unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui 

esr.menpan.go.id; 

4. Mendorong Laporan Kinerja Deputi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian setiap 

tahunnya dipublikasikan/diunggah (upload) ke website dpr.go.id; 

5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN untuk kinerja organisasi, dan aplikasi 

PPKP untuk kinerja pegawai, sehingga dapat mengintegrasikan informasi 

perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan 

pemantauan capaian kinerja secara berkala; 

6. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan 

pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinera) dan memanfaatkan hasil 

pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and 

punishment; 

7. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat 

mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Setjen dan 

BK DPR RI. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga 



 

 

betul-betul dapat diimplementasinya dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas 

Kinerja. 

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, Setjen DPR RI telah menindaklanjuti evaluasi tersebut. 

 

B. TINDAK LANJUT 

 

 

“Melakukan revisi Renstra Setjen DPR RI 2020-2024, terutama memasukkan 

informasi mengenai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan target 2020-

2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai.” 

Setjen DPR RI telah melakukan revisi terhadap Renstra Setjen DPR RI 2020-2024, dengan 

melengkapi Sasaran Strategis beserta indikatornya. 

 

 

 

        

 



 

 

 

“Untuk penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya agar 

memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-

undangan.” 

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014  tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja harus disampaikan paling lambat satu bulan 

setelah dokumen anggaran disahkan. 

Pada tanggal 21 Desember 2021, bertempat di Ruang Sidang Banggar DPR RI, telah 

diadakan Penyerahan DIPA T.A. 2022 serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan SKP 

2022 oleh Bapak Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI) serta para Eselon I dan Eselon 

II Setjen DPR RI. 

 

 

 

 

“Setiap tahun Menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang 

telah diperjanjikan pada PK pada unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui 

esr.menpan.go.id.” 

Pada tanggal 9 September 2021, disampaikan pengumuman agar seluruh Eselon I 

dan II agar menyusun Rencana Aksi atas PK, dan dari hasil pengumuman tersebut terkumpul 



 

 

rencana aksi eselon I dan II. Sebagai contoh, berikut dibawah ini adalah rencana aksi PK 

2021 dari Biro Organisasi dan Perencanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah tersedia fitur Rencana Aksi di Aplikasi PK/PPKP. Dibawah ini adalah contoh 

rencana aksi PK dari Biro Organisasi dan Perencanaan. 

 

 



 

 

 

“Mendorong Laporan Kinerja Deputi, Inspektorat utama, dan Badan Keahlian setiap 

tahunnya dipublikasikan/diunggah (upload) ke website dpr.go.id.” 

Telah dipublikasikan Laporan Kinerja Eselon I ke website dpr.go.id. Selain Laporan 

Kinerja tahunan, juga dipublikasikan Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, dan Rencana 

Aksi PK. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN untuk kinerja organisasi, dan aplikasi 

PPKP untuk kinerja pegawai, sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, 

penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan pemantauan capaian 

kinerja secara berkala.” 

Untuk menindaklanjuti PP No.30 Tahun 2019, sejak pertengahan tahun 2021, 

penggunaan aplikasi PPKP yang semula digunakan untuk perhitungan kinerja pegawai akan 

beralih ke aplikasi milik BKN. 

Untuk melakukan monev capaian kinerja di internal kesetjenan, telah dibangun 

dashboard Elektronik Manajemen Informasi Kinerja Anggaran Terintegrasi dengan 

Keluaran/Output (e-MIKIR ASIK). E-MIKIR ASIK memuat data realisasi anggaran dan capaian 

output di depan portal masing-masing Eselon I dan Eselon II. Tampilan tersebut dapat dilihat 

di dashboard.dpr.go.id. Data tersebut akan memudahkan pimpinan Lembaga dan unit kerja 

untuk memantau kinerja sehingga dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat. 



 

 

 

 

 

“Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja  secara periodik 

berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil 

pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.” 

Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan 

secara berkala. Umumnya dilaksanakan bersamaan dengan rapat RB, yaitu hari Rabu. 

 

 

 

 

“Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat 

mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Setjen DPR RI. 



 

 

Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat 

diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.” 

Pada tanggal 8 – 12 November 2021, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan 

Reformasi Birokrasi mengadakan diskusi dengan Kementerian PAN & RB di hotel Santika 

Jakarta dan Wisma Griya Sabha Kopo untuk menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022.  

 

 

 

 

Pada tanggal 3 Mei 2021 s.d. 7 Mei 2021, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis 

Penyusunan PK dan SKP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tanggal 31 Agustus – 3 September 2021 telah dilakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Agen Perubahan tahun 2021 Setjen DPR RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


